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Tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ 
ha (dengan titk di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ 




ض ḍad ḍ 
de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ 
zet (dengan titk di 
bawah) 
ع „ain „ apostrop terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostop 
ي Ya Y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 





Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  




a dan i 
 
  











Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 


















a dan garis di 
atas 
  













u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h].  
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 





8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur‟an), sunnah,khusus 
dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
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didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 




Nama  : Andi Arif Rasdiansyah 
NIM  : 10200115024 
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar‟iyyah) 
Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran  Pemerintah  Dalam Menangan 
Kasus Perjudian di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua 
Kabupaten Wajo 
Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah dalam menangani kasus 
perjudian di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana tindakan pemerintah setempat 
dalam menangani kasus perjudian di Kelurahan Bulete Keecamatan Pitumpanua.(2) 
Apakah hambatan pemerintah dalam menangani maraknya kasus perjudian di 
Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua. (3) Bagaimana pandangan hukum 
tatanegara Islam dan hukum positif terhadap peran pemerintah terhadap perjudian di 
Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpnua Kabupaten Wajo. 
Metode Penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Sumber data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder serta mengumpulkan data melalui metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Tindakan Pemerintah Kelurahan Bulete dalam menangani kasus perjudian 
dengan melakukan tindakan menerima laporan dari masyarakat, kemudian pihak 
kelurahan melaporkan kepada kepolisian untuk bersama turun langsung ke lokasi. 
untuk meninjau langsung terhadapat masyarakat yang melakukan perjudian, jika 
terbukti, kepolisian akan menindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku sedangkan 
hambatan nya ialah kurangnya laporan masyarakat dikarnakan pelaku perjudian 
masih sanak sodara masyarakat setempat. Perspektif hukum Islam  menggunakan 
konsep pemerintahan Ulil Amri yang berlandaskan Al-Qur‟an sedangkan Hukum 
positif bahwa pemerintah bertugas untuk memilihara ketentraman dan ketertiban 
umum yang di atur pada UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.  
Implikasi penelitian yaitu diharapkan  mampu menerangkan sejauh mana 
tindakan pemerintah dalam menangani kasus perjuidan yang ada di Kelurahan Bulete 
serta tindakan pemerintah sebagai jalan penentu di dalam menangani kasus perjudian 





A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah adalah keseluruhan lingkungan  jabatan dalam suatu organisasi 
seperti jabatan eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dapat 
diartikan sebagai keseluruhan dalam suatu organisasi pemerintahan yang 
menjalankan urusan penyelenggara pemerintahan daerah. 
Secara yuridis yang dimaksud dengan pemerintah daerah ialah penyelenggara 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Undang 1945. Sedangkan pemerintahan pusat yang selanjutnya disebut sebagai 
pemerintahan adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara republik indonesia. Dan yang disebutkan dengan pemerintahan 
daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.1 
Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dalam 
pertimbangan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dikatakan, (a) bahwa dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintrahan daerah, yang  
                                                             
1 Suharizal dan Muslim Chaniago, Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 





mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatiakan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indoneisa; (b) bahwa efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 
memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan daerah. potensi 
dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan 
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan 
pemberian  hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan 
sitem penyelenggaraan pemerintahan negara.2 
 Pada khususnya menyelenggaraan pemerintahan daerah di bagi dalam 
beberapa tingkat salah satunya adalah pemerintahan tingkat kelurahan. Kelurahan 
sebagaimana di maksud di sini adalah sebagai satuan wilayah setingkat dengan desa 
akan tetapi tidak memiliki hak untuk melakuakan penyelenggaraan rumah tangga 
sendiri artinya tidak memiliki kekayaan sendiri, sumber pendapatan asli serta tidak 
memiliki lembaga musyawarah (LMD) dan sebagainya. 
Pemerintah kelurahan sebagai unsur penting dalam tatanan tingkat 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak bisa di pungkiri bahwasanya 
                                                             
2Sarman, Muhammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 





problematika atau masalah-masalah yang menyangkut penyelewengan hukum 
masyarakat itu terjadi, misalnya saja kasus perjudian yang marak terjadi di lingkup 
kelurahan. 
Segala permasalahan yang ada di dalam masyarakat tentu akan menyangkut 
atau terkait dengan pemerintah setempat apalagi dalam tingkat kelurahan. 
Pemerintahan kelurahan memiliki andil besar dalam penanganan kasus-kasus 
terkhusus perjudian. 
Perjudian merupakan masalah serius yang sangat sulit lepas dari kehidupan 
masyarakat masih banyak elemen masyarakat bahkan pemerintahpun terkadang ikut 
dalam tindakan keriminal seperti ini. Sederhananya perjudian adalah suatu kegiatan 
pertaruhan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari suatu pertandingan atau 
permainan. 
Perjudian dapat dianggap sebagai permainan yang tergantung pada untungan-
untungan saja atau pengharapan yang belum pasti. Kasus perjudian tentunya masih 
marak di indonesia dan juga disetiap daerah seperti Kelurahan Bulete Kecamatan 
Pitumpanua Kabupaten Wajo. Perjudian di indonesia telah diatur oleh berbagai 
regulasi seperti regulasi pada Pasal 303 ayat 3 KUHP secara detail di jelaskan pada 
Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
No.7 Tahun 1994 tentang Penertiban Perjudian. Akan tetapi regulasi ini terkadang 
terabaikan dengan tindakan berbagai golongan masyarakat yang masih marak 
melakukan tindakan perjudian. Maka dari itu peran pemerintah sangat diperlukan 





masyarakat, apalagi pemerintah tingkat kelurahan perlu di telisik lebih jauh 
menegenai upaya atau tindakan yang dilaksanakan dalam memimalisir fenomena 
perjudian, terutamanya dalam tingkat kelurahan.   
B. Fokus Penelitian Dekskriptif Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo Kecamatan Pitumpanua 
Kelurahan Bulete. Dimana pemerintah dalam hal ini polisi dan pemerintah setempat 
serta tokoh masyarakat adalah pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan 
pencegahan dan menindak lanjuti pelibatan perjudian yang dilakukan oleh 
masyarakat di Kelurahan Bulete. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat apa yang menjadi 
peran pemerintah dalam menangani tindakan perjudian yang dilakukan oleh elemen 
masyarakat di Kelurahan Bulete. 
     2.  Deskripsi Fokus  
a. Peran 
Peran adalah tindakan subjek hukum untuk melaksanakan hak dan 
kewajiabannya terkhusus mengenai masalah tertentu 
b. Pemerintah 
Pemerintah adalah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh atau 
melakukan suatu pekerjaan. Namun secara umum, pemerintahan dapat diartikan 
sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi seperti jabatan 





keseluruhan dalam suatu organisasi pemerintahan yang menjalankan urusan 
penyelenggara pemerintahan daerah.3  
c. Perjudian 
Perjudian adalah permainan, dimana pemain bertaruh untuk memilih satu 
pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan 
menjadi pemenang. Dimana pemain yang kalah memberikan taruhannya kepada 
sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan 
dimulai.4 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana tindakan pemerintah setempat dalam menangani kasus perjudian di 
Kelurahan Bulete Keecamatan Pitumpanua? 
2. Apakah hambatan pemerintah dalam menangani maraknya kasus perjudian di 
Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua? 
3. Bagaimana pandangan Hukum Tatanegara Islam dan hukum positif terhadap 
peran pemerintah terhadap perjudian? 
D. Kajian Pustaka dan Kajian Penelitian Terdahulu 
a. Suharizal dan Muslim Chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah, isi buku ini 
membahas tentang bagaimana konsep dasar tentang pemerintahan daerah dan 
                                                             
3Suharizal,Muslim chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah setelah Perubahan UUD 1945, 
h.49. 
4
 Lanak Asmar, Peranan Orang Tua dalam proses Persidangan Tindak Pedana perjudian 





membahas bagaimana kewenangan pemerintahan daerah di Indonesia setelah 
perubahan UUD 1945, akan tetapi dalam buku ini tidak mebahas lebih rinci 
bagaimana tindakan hukum pemerintah di tingkat kelurahan di dalam menghadapi 
masalah atau problematika yang menyangkut masyarakat seperti tindakan 
perjudian yang dilakukan oleh masyarakat. 
b. R.H. Unang Sunardjo, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, isi buku ini membahas 
tentang keorganisasian atau tata kerja pemerintahan desa atau kelurahan baik dari 
tujuan terbentuknya dan kegiatan administarasi kepemerintahan desa atau 
kelurahan namun tidak membahas secara entuisik peran pemerintah tingkat 
keluran dalam menangani tindakan kriminalisasi masyarakat terkhusus perjudian. 
c. Lanka Asmar, Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana 
Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak, isi buku ini membahas tentang peran orang 
tua dan kebijakan hukum mengenai proses persidangan tindak pidana perjudian 
yang dilakukan oleh anak akan tetapi bukan membahas mengenai peran 
pemerintah tingkat kelurahan untuk melakukan tindakan terhadap perkara tindak 
pidana perjudian dan di dalam buku ini mengkhususkan untuk terhadap kasur 
perjudian yang dilakukan oleh anak namun yang ingin di telisik lebih jauh adalah 








E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui tindakan pemerintah tingakat Kelurahan dalam 
menanggulangi maraknya perjudian di Kelurahan Bulete Kecamatan 
Pitumpanua. 
b. Untuk mengetahui hambatan pemerintah dalam menanggulangi maraknya kasus 
perjudian di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Penelitian ini di harapkan memberi pengetahuan tentang peran pemerintah 
terhadap kasus perjudian. 
b. Penelitian ini di harapkan menjadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk 
menanggulangi kasus perjudian. 
c. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan pemekiran atau pengetahuan 







A. Tinjauan Tentang Pemerintahan 
1. Pengertian Pemerintahan 
Menurut kamus Besar bahasa Indonesia, bahwa arti kata “pemerintah” adalah 
kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah 
suatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti 
kabinet merupakan suatu pemerintah) sedangkan “pemerintahan” adalah 
perbuatan/cara/urusan memerintah. 
Namun ada ahli yang menyamakan arti kata “pemerintah” dengan 
“administrasi negara”. Menurut Soehino, pemerintahan atau administrasi negara 
adalah keseluruhan dari pada jabatan negara setelah dikurangi dengan pengadilan 
(Lembaga Yudikatif) dan lembaga perundang-undangan  (Lembaga Legislatif). 
Dengan demikian menurut Soehino pemerintahan, mempunyai dua pengertian 
sebagai berikut; 
a. Pemerintahan dalam arti luas yaitu keseluruhan dari pada alat perlengkapan negara 
yang memegang kekuasaan didalam negara itu, jadi pengertian pemerintah dalam 
arti luar meliputi badan pembuat undang-undang (pemerintah dalam arti sempit) 





b. Pemerintah dalam arti sempit adalah raja atau presiden. Biasanya kalau kita 
menyebut istilah pemerintah, maka yang dimaksud adalah pemerintah dalam arti 
sempit, yaitu keseluruhan alat perlengkapan perundang-undangan dan pengadilan.1 
Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata 
pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu 
pekerjaan. Namun secara umum, pemerintah dapat diartikan sebagai keseluruhan 
lingkungan jabatan dalam suatu organisasi seperti jabatan eksekutif, legeslatif dan 
yudikatif. Sedangkan pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan dalam suatu 
organisasi pemerintahan yang menjalankan urusan penyelenggarakan pemerintahan 
didaerah. 
Secara yuridis yang dimaksud dengan pemerintahan daerah ialah 
penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. Sebagaimana yang di maksud 
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah pusat yang selanjutnya 
disebut sebagai pemerintah adalah presiden republik indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia. Dan yang disebut dengan 
Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, 
                                                             






bupati atau walikota, perangkat daerah seabagai unsur penyelenggara pemerintah 
daerah.2 
2. Kedudukan Pemerintah 
 Sebelum lebih jauh dibahas tentang jabatan pemerintahan, terlebih dahulu 
perlu dikemukakan bahwa; “Di dalam hukum mengenai badan hukum mengenal 
perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung 
hak-hak kebendaan (harta kekayaan). Badan hukum melakukan perbuatan melalui 
organ-organnya, yang mewakilinya. Perbedaan atara badan hukum dengan organ 
berjalan paralel dengan perbedaan anatara badan umum (openbaar lichaam) dengan 
organ pemerintah. Paralelitas perbedaan itu kurang lebih tampak ketika menyangkut 
hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dari badan umum (yang 
digunakan oleh organ pemerintahan). Indroharto menyebutkan bahwa lemabaga-
lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya 
sebagai badan hukum (perdata). Lembaga-lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, 
Departemen, Badan-badan Non Departemen, Provinsi, Kabupaten, kotamadya, dan 
sebagainya. Lembaga-lembaga hukum publik tersebut merupakan badan hukum 
perdata dan melalui organ-organnya (Badan atau Jabatan TUN) menurut peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan/tindakan hukum 
perdata. Meskipun organ atau jabatan pemerintahan dapat melakukan perbuatan 
hukum perdata, mewakili badan hukum induknya, namun yang terpenting dalam 
                                                             






konteks Hukum Administrasi Negara adalah mengetahui organ atau jabatan 
pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Dalam 
Hukum Administrasi yang menetapkan organ atau jabatan pemerintah sebagai salah 
satu objek kajian utama, mengenal karateristik jabatan pemerintahan merupakan 
sesuatu yang tak terelakkan. P.Nicolai dan kawan-kawan menyebutkan beberapa ciri 
atau karateristik yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan, yaitu: 
a. Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab 
sendiri, yang dalam pengertian modern,diletakkan sebagai pertanggung jawaban 
politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan 
hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggung jawab. 
b. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma 
hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat 
dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding, atau perlawanan. 
c. Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi 
pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat. 
d. Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ 
pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum privat dengan harta 
kekayaannya. Jabatan Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan umum 
“Kabupaten”. Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki 
harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya.3 
                                                             






3. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan 
Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas 
(legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur), maka 
berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan 
perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan 
perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan 
mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang 
pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 
Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan 
bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan 
itu dibedakan antara: 
a. Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita di tingkat pusat 
adalah MPR sebagai pembentuk konsitusi dan DPR bersama-sama pemerintah 
sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah 
DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah. 
b. Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti Presiden yang berdasarkan 
pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana 
diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata 
Usaha Negara tertentu. 
Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh 





pemerintahan secara atribusi kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. 
Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. 
Mengenai atribusi, dan mandat ini H.D. Van Wijk /Willem Konijnenbelt 
mendefinisikan sebagai berikut: 
1) Atribusi adalah pemeberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-
undang kepada organ pemerintahan. 
2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 
3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan 
dijalankan oleh organ lain atas namanya.4 
4. Tindakan Pemerintah 
a. Pengertian Tindakan Pemerintah 
 Pemerintah atau administarsi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai 
drager van de recthen en plichten atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. 
Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan 
berbagai tindakan baik tindakan nyata (fitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum 
(rechtshandelingen). Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada 
relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat 
hukum, sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M. Huisman, tindakan-
tindakannya yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, 
                                                             





atau ”Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten” 
(Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan 
kewajiban). Istilah tindakan hukum ini semula berasal dari ajaran hukum perdata (het 
word rechtshandeling is ontleend aan de dogmatiek van het burgerlijk recht), yang 
kemudian digunakan dalam Hukum Administarasi Negara, sehinggadikenal istilah 
tindakan hukum administrasi (administratieve rechtshandeling). Menurut H.J 
romeijn, ”Een administratieve rechtshabdeling is dan een wilsverklaring in een 
bijzonder geval uitgaande van een rechtsgevolg op het gebeid van administratief 
recht” (tindakan hukum administasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul 
dari organ administarsi dalam keadaaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan 
akibat hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara). Akibat hukum yang lahir 
dari tindakan hukum adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum, 
seperti penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan 
hukum yang ada. Dengan kata lain, akibat-akibat hukum (rechtsgevolgen) itu dapat 
berupa hal-hal sebagai berikut. 
1) jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang 
ada. 
2) Bilamana menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau 
objek yang ada. 







b. Unsur-Unsur Tindakan Hukum Pemerintahan 
Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan sebagai 
berikut: 
1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai 
penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuursorganen) 
dengan perkara dan tanggung jawab sendiri. 
2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 
pemerintahan. 
3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat 
hukum di bidang hukum administrasi negara. 
4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 
kepentingan negara dan rakyat. 
c. Macam-Macam Tindakan Hukum Pemerintahan 
 Kedudukan hukum pemerintah yang mewakili dua institusi, tampil dengan 
“twee petten” dan diatur dengan dua bidang hukum yang berbeda, yaitu hukum publik 
dan hukum privat, akan melahirkan tindakan hukum dengan akibat-akibat hukum 
yang juga berbeda. Di dalam praktik agak sukar membedakan kapan tindakan itu 
diatur dan tunduk pada hukum perdata, apalagi dengan adanya kenyataan bahwa 
tindakan pemerintahan tidak selalu dilakukan oleh organ pemerintahan, tetapi juga 
oleh seseorang atau badan hukum perdata dengan persyaratan tertentu. Di samping 
itu, ada pula kesukaran lain dalam menetukan garis batas (scheidingslijn) tindakan 





dua macam tindakan hukum publik, yaitu bersifat murni (de puur publiekrechtelijke), 
sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan publik, dan 
bersifat campuran antara hukum publik dan hukum privat (de gemengd publiek-en 
privaatrechtelijke). Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi mengenai kapan tindakan 
hukum pemerintah atau administrasi ini bersifat dan diatur oleh hukum perdata dan 
kapan tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum publik.5 
5. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia 
 Dengan format yang berbeda dengan AAUPB dari negara Belanda, dalam 
Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan 
negara yaitu sebgai berikut: 
a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan 
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelenggara negara. 
b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, 
keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. 
c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum 
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 
d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
                                                             





penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan, dan rahasia negara. 
e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak 
dan kewajiban penyelengara negara. 
f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan 
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 
akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.6 
6. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia 
 Menurut sistem pemerintahan negara indonesia, kekuasaan tertinggi atas 
segala urusan negara dilaksanakan oleh pemrintah pusat (central goverment). 
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 
Undang-Undang Dasar”. Kekuasaan pemerintahan tertinggi yang berada di tangan 
presiden, tampa ada gangguan oleh kekuasaan lain ataupun ataupun oleh 
pemerintahan daerah (local government). Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki 
oleh pemerintah daerah adalah diserahkan oleh pemerintahan pusat, penyerahan 
kekuasaan pemerintahan daerah dilakukan dengan cara disentralisasi dan tugas 
                                                             





pembantuan. Atas dasar itu, negara indonesia membagi urusan pemerintahan negara 
antara pemerintahan pusat (central government) dengan pemerintah daerah (local 
government). 
a. Pembagian Kewenangan Pemerintah Menurut Undang-Undang Dasar 1945. 
 Pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara indonesia berada di tangan 
pemerintahan pusat, yang dilaksanakan oleh presiden, sebagaimana yang terdapat 
dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai pola 
pembagian kewenangan anatara pemerintah pusat kepada pemrintahan daerah yang 
dijalankan melalui asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian pemerintah 
pusat tidak lagi pemegang monopoli kekuasaan pemerintahan negara, berdasarkan 
konsitusi Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan pemerintah pusat diserahkan pada 
pemerintahan daerah oleh konsitusi melalui otonomi yang seluas-luasnya. 
Atas dasar Pasal 4 ayat (1) dan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka 
negara indoneisa menganut prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal, yang 
membagi kekuasaan negara menurut tingkatan atau hubungan antar tingkatan 
pemerintah yang membagi kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan pada 
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 
Oleh karena itu, dalam negara kesatuan Indonesia urusan-urusan yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah tidak merupakan monopoli dari pemrintahan pusat. 
Tetapi sudah diatur secara umum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan 





oleh Undang-Undang 1945 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18b undang-
Undang dasar 1945 yang berbunyi: 
1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang 
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 
2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemamnfaatan sumber daya lainnya 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara 
adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 
Berdasarkan pada Pasal 18b Undang-Undang dasar 1945, wewenang yang 
menjadi urusan-urusan pemerintah daerah secara umum harus diatur melalui undang-
undang, bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang dianut 
dalam konsep negara kesatuan klasik. Dengan diatur dalam suatu undang-undang 
maka wewenang yang urusan-urusan pemerintah daerah mempunyai dasar hukum 
yang kuat. 
Undang-undang Dasar 1945, telah diatur tentang prinsip-prinsip umum dalam 
pembagian kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, seperti yang 
diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: 
a) Bahwa daerah-daerah yang terbagi dalam wilayah provinsi dan kabupaten kota 
akan dibentuk pemerintahan daerah. 






c) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota memeiliki dewan perwakilan 
rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 
d) Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. 
e) Mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
akan diatur dengan undang-undang. 
f) Negara mengakui satuan-satuan pemerintahan yang sersifat khusus dan istimewa 
dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 
b. Pembagian Kewenangan Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan 
Menurut Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah, yang menjadi urusan-urusan pemerintahan adalah sebgai berikut: 




5) Moneter dan fiscal 
6) Agama 
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah 
disebut sebagai kewenangan pemerintahan absolute. Adapun pengertian urusan 
pemerintahan absolute adalah sebagai berikut: 
1) Politik luar negeri ialah urusan pengangkatan jabatan diplomatik dan 





menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, 
menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, melakukan perjanjian dengan 
negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya. 
2) Pertahanan ialah urusan mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, 
menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian negara dalam 
keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara 
dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, dan bela negara 
bagi setiap warga negara, dan sebagainya. 
3) Keamanan ialah urusan mendirikan dan membentuk kepolisian negara, 
menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang 
melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang 
kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya. 
4) Moneter dan fiscal nasional ialah urusan dalam bidang mencetak uang, 
menetapkan kebijakan moneter/fiscal, mengendalikan peredaran uang, dan 
sebagainya. 
5) Yustisi ialah urusan mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan 
jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan lemabaga kehakiman 
dan keimigrasian, memberikan garsi, amnesty, abolisi, membentuk undang-
undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berlaku secara nasional. 
6) Agama ialah kewenangan dalam bidang menetapkan hari libur keagamaan 





keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan 
kehidupan keagamaan, dan sebagainya. 
Urusan pemerintahan absolute pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 
10 ayat (1) Undnag-undang nomor: 32 tahun 2014, dapat disebut sebagai kewenangan 
kontitusional pemerintahan, karena kewenangan tersebut diatur langsung dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kewenangan kontitusional pemerintah yang 
disebutkan langsung dalam konsitusi sebagai berikut: 
1) Kewenangan dalam membentuk undang-undang 
2) Kewenangan menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain 
3) Menyatakan sebagai wilayah atau seluruh negara dalam keadaan bahaya 
4) Mengangkat pejabat diplomatik seperti duta dan konsul 
5) Memberikan grasi dan rehabilitasi, amnesti dan abolisi 
6) Menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional 
7) Memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya.  
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolute yang menjadi 
kewenangan pemerintah, pemerintah dapat melaksanakannya sendiri atau pemerintah 
dapat melimpahkan wewenang kepada intansi verical yang ada di daerah atau 
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, seperti yang diatur dalam pasal 10 ayat (2) 
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 sebagai berikut: 
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolute pemerintah pusat 
dapat: 





2) Melimpahkan kewenangan kepada instansi vertical yang ada di daerah atau 
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.7 
7.  Pemerintahan Tingkat Kelurahan 
a. Pengertian Kelurahan  
 Berdasarkan Undang-undang tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang 
No.5 Tahun 1979) pada pasal 1 huruf b, maka yang dimaksud dengan kelurahan 
adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai 
organisasi pemerintahan terendah di bawah camat yang tidak berhak 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 
Sebelum lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 1979, atau pada masa beratus-
ratus tahun sebelumnya, Kelurahan sebagai istilah atau sebutan lain Desa, sudah 
dikenal lama di beberapa Kabupaten di Pulau jawa (kebanyakan di Jawa Tengah dan 
Jawa Timur). 
Istilah atau sebutan tersebut berkaitan dengan sebutan jabatan pemimpin 
wilayah bersangkutan yaitu Lurah. Sedangkan bagi wilayah yang di pimpin oleh 
Kuwu, Bekel atau petinggi biasannya disebut Desa. 
Dengan demikian kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
No.5 tahun 1979 adalah suatu satuan wilayah yang setingkat dengan desa tetapi tidak 
mempunyai hak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, artinya tidak 
mempunyai kekayaan sendiri, sumber pendapatan asli, tidak ada lembaga 
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musyawarah seperti L.M.D dan sebagainya. Jadi, dapat juga diakatakan bahwa 
kelurahan berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 adalah desa minus hak-hak 
tertentu, atau dapat juga diatakan sebagai “Desa Administratip” atau “Desa khusus 
untuk Kota”. Dibentuknya Kelurahan-kelurahan ini sudah jelas berdasarkan latar 
belakang tertentu karena adanya fakta-fakta yang tidak mungkin diabaikan terlampau 
lama.8 
b. Pembentukan Kelurahan-Kelurahan 
1) Tujuan Pembentukan 
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 
1980, tujuan pemebentukan Keleurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan 
penyelenggarakan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta 
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat 
perkembangan pembangunan. 
Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa pada masa lampau di kota-kota 
terdapat desa-desa (para pejabat pemerintah dan masyarakat sering menyebut “Desa-
desa Kota”) yang memeiliki berbagai hak sebagaimana desa-desa di luar kota. Tetapi 
setelah keluarnya Undang-Undang No.5 1979 dengan peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.2 Tahun 1980 tentang Pedoman pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan 
penghapusan kelurahan, maka secara yuridis formal “desa kota” tersebut berdirilah 
kelurahan-kelurahan. 
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Tetapi berdasarkan Peraturan Mneteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1982 
tentang kota-kota lain di luar wilayah ibukota negara, ibukota provensi, ibukota 
kabupaten, kotamadya dan kota administratif dapat dibentuk kelurahan. Hal itu 
berarti bahwa pembentukan kelurahan-kelurahan baru di luar wilayah kelurahan-
kelurahan yang sudah ada diperbolehkan bila beberapa persyaratan dapat dipenuhi. 
Pembentukan kelurahan-kelurahan baru itu terutama di kota-kota di mana 
desa-desa yang telah ada sebelumnya sudah kurang selaras dan serasi dengan 
perkembangan masyarakatnya yang telah sedemikian rupa berkembang karena 
banyaknya insdustri dengan menggunakan teknologi tinggi di wilayah kecamatan 
tersebut, atau karena menjadi “simpul” lalu lintas perdagangan yang cukup padat dan 
lain sebagainya. 
2) Syarat-Syarat Pembentukan Kelurahan 
Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1980 
tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan kelurahan; 
telah terperinci beberapa faktor yang harus dipenuhi sebagai syarat pembentukan 
Kelurahan, yaitu: 
a) Faktor Penduduk; sekurang-kurangnya 2500 jiwa atau 500 kepala keluaraga, dan 
sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4000 kepala keluarga. 
b) Faktor Luas Wilayah; harus dapat terjangkau secara efektip dalam melaksanakan 





c) Faktor Letak; berkaitan dengan asfek komunikasi, tranfortasi dan jarak dengan 
pusat kegiatan pemerintah dan pusat-pusat pengembangan harus sedemikian rupa 
sehingga dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat. 
d) Faktor Prasarana; berkaitan dengan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, 
dan fisik pemerintahan akan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat 
sebagaimana layaknya. 
e) Faktor Sosial Budaya, Agama dan Adat akan dapat berkembang dengan baik. 
f) Faktor Kehidupan masyrakat; baik mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan 
lainnya akan dapat meningkat lebih baik. 
3) Yang Berwenang Membentuk kelurahan. 
Usul pembentukan kelurahan dibuat oleh Bupati/Walikotamadya setelah 
mendengar pertimbangan Dewan Peerwakilan Rakyat Daerah Tingkat II 
bersangkutan, kemudian disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, 
untuk seterusnya oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. 
Setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat 1 menerbitkan surat keputusan pembentukan kelurahan yang 
diusulkan oleh Bupati/Walikotamadya bersangkutan.9 
c. Pembentukan Lingkungan Dalam Kelurahan 
Pada masa yang telah lalu sebutan lingkungan sudah digunakan untuk 
kelurahan yang ada sekarang ini, yaitu di Kotamadya Bandung  dan Kotamadya 
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Cirebon, sehingga masyarakat kedua Kotamadya itu masih menganggap bahwa 
lingkungan itu bukan bagian dari kelurahan. 
Sebagaimana halnya dengan Desa yang wilayahnya terbagi atas dusun-dusun, 
maka kelurahanpun wilayahnya terbagi atas beberapa lingkungan. Lingkungan di 
bentuk untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980. 
Dengan demikian lingkungan sebagai bagian wilayah kelurahan yang 
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan dalam 
pembentukannya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1981 tentang pembentukan dusun 
dalam desa dan lingkungan dalam kelurahan. 
Ada beberapa faktor yang merupakan syarat dalam pementukan lingkungan, 
yaitu faktor penduduk, luas wilayah, letak prasarana, sarana dan kondisi kemampuan 
ekonomi masyarakat. 
Yang menjadi “patokan” ialah bahwa semua faktor tersebut di atas harus dapat 
memperlancar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan dengan dibentuknya 
lingkungan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat mencapai peningkatan. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pementukan lingkungan harus disesuaikan 
dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan kelurahan 
bersangkutan.10 
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d. Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan 
1) Pemecahan Kelurahan 
Berdassarkan Peratruran Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang 
pedoman pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan kelurahan, dalam 
Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa bagi kelurahan yang jumlah penduduknya 
melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan teknis 
pemerintahan serta pertimbangan bagi tercapainya efektivitas pelayanan kepada 
masyarakat, dapat dilakukan pemecahan. Pemecahan kelurahan. 
Pemecahan kelurahan dilakukan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I berdasarkan usul dari Bupati/Walikotamadya, setelah mendapat persetujuan 
Menteri Dalam Negeri. 
Usul-usul Bupati/Walikomadya tersebut di atas disertai pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II bersangkutan. 
2) Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan 
Dalam Pasal 7 Ayat (1), dijelakan bahwa bagi kelurahan yang karena 
perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan 
dalam peraturan meneteri tersebut di atas dimungkinkan untuk disatukan dengan 
kelurahan lain atau dihapuskan. Prosedur penyatuan atau penghapusan sama dengan 
prosedur pemecahan.11 
 
                                                             





3) Pemerintah Kelurahan 
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, dalam Pasal 23 Ayat (1) 
telah ditetapkan bahwa yang disebut pemerintah kelurahan itu sendiri dari kepala 
kelurahan dan perangkat kelurahan. 
Dalam Pasal 23 yata (2) dijelaskan bahwa yang disebut perangkat kelurhan itu 
terdiri dari sekretariat kelurahan dan kepala-kepala lingkungan. Sekertariat kelurahan 
dipimpin oleh Sekertaris Kelurahan dan di bantu oleh kepala-kepala Urusan 
(sekurang-kurangnya 3 urusan, dan sebanyak-banyaknya 5 urusan). Urusan-urusan 
tersebut adalah urusan pemerintah, pembangunan, kesejahteraan rakyat, keuangan 
dan umum. 
Sebagaimana halnya dengan desa-desa, terdapat lembaga-lembaga 
kemasyarakatan yang memberikan bantuan kepada pemerintah desa hingga tercapai 
kelancaran pelayananan pemerintahan kepada masyarakat, maka di kelurahan-
kelurahan terdapat pula lembaga kemasyarakatan itu. 
LKMD yang bagi desa-desa merupakan lembaga yang banyak membantu 
kelancaran dalam pembuatan-pembuatan rencana dan pelaksanaan pembangunan, 
terutama sekali dalam perbuatan rencana pembangunan yang akan menjadi bagian 
dari APPKD, tampa merencanakan pembangunan dari LKMD di kelurahan hampir 





lakukan/digarap oleh BAPPEDA Kabupaten/Kotamadya dari kelurahan 
bersangkutan.12 
e. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan 
Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri  No. 44 Tahun 1980 tentang 
pedoman sususnan organiasasi dan tata kerja pemendudukan, tugas dan fungsi dari : 
1) Kepala kelurahan 
2) Kepala-kepala urusan 
3) Kepala-kepala lingkungan 
Garis besar dari menteri yang terdapat dalam keputusan menteri tersebut di 
muka itu adalah sebagai berikut ; 
1) Kepala Kelurahan 
a) Sebagai alat pemerintah berada langsung di bawah Camat. 
b) Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Bupati/Walikota Administratip, 
melalui Camat. 
c) Bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bertugas sebagai pembina 
ketenteraman dan ketertiban dalam rangka menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum. 
d) Berfungsi menggerakkan partisipasi masyarakat; melaksanakan tugas dari 
pemerintah atasannya; melaksanakan kordinasi jalannya pemerintahan; 
                                                             





melaksanakan tanggung jawabnya dalam bidang pembangunan dan 
kemasyarakatan; melaksanakan pembinaaan dalam mewujudkan ketentraman dan 
ketertiban. 
2) Sekretaris Kelurahan 
a) Bertugas menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan. 
b) Memberikan pelayanan staf kepada kepala kelurahan. 
c) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan. 
d) Melaksanakan urusan keuangan, pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. 
e) Bertanggung jawab kepada kepala Kelurahan. 
3) Kepala-Kepala Urusan 
a) Bertugas melaksanakan urusan-urusan yang menjadi bidangnya. 
b) Melaksanakan pelayanan staf sesuai dengan bidang tugasnya. 
c) Bertanggung jawab kepada sekretaris kelurahan. 
4) Kepala-Kepala Lingkungan 
a) Menjadi pelaksana dan membantu dari Kepala Kelurahan dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya (di Lingkungan). 
b) Bertanggung jawab kepada kepala kelurahan.13 
f. Administrasi Pemerintahan Kelurahan 
                                                             





Sebagai satuan pemerintahan wilayah, maka pemerintah kelurahan 
diwajibakan melaksanakan kegiatan administrasi yang sudah ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 
Tujuan yang hendak dicapai adalah peningkatan dalam binaan dan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kelurahan sehingga benar-benar 
berdaya guna dan berhasil guna, selaras dan serasi dengan perkembangan 
pemerintahan dan lajunya pembangunan nasional. 
Beberapa macam administrasi pemerintahan di kelurahan yang wajib 
dilaksanakan dengan tertib, terdiri atas : 
1) Administrasi Umum 
Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1982 disebutkan 
bahwa : “Administasi umum adalah kegiatan pencacatan data mengenai kegiatan-
kegiatan pemerintah Desa dan pemerintah pada buku administrasi umum”. 
Buku Administrasi Umum menurut Pasal 2 terdiri artas : 
a) Buku keputusan Desa (untuk Kelurahan menjadi buku) 
b) Buku kepetusan Kepala Desa (untuk Kelurahan menjadi buku keputusan Kepala 
Kelurahan) 
c) Buku kekayaan Desa ( Kelurahan tidak punya kekayaan, jadi untuk Kelurahan 
adalah buku investaris Kelurahan) 
d) Buku agenda 
e) Buku ekspedisi 





2) Administrasi Penduduk 
Selain administrasi umum sebagaimana terurai di muka, maka Desa dan 
Kelurahan diwajibkan memiliki administasi khusus sebagai sarana bagi lancarnya 
berbagai program pembangunan, diantaranya program kependudukan yang banyak 
kaitanya dengan program-program pembangunan lainnya secara nasional. 
Dalam kaitannya dengan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang 
pendaftaran penduduk dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun serta 
berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 7 Tahun 1982 tentang 
pelaksanaan administrasi penduduk desa dan kelurahan, maka diatas setiap desa dan 
kelurahan diwajibkan melaksanakan administrasi penduduk dengan cara mengisi 
buku administrasi penduduk oleh pemerintah. 
Buku administrasi penduduk terdiri dari :  
a) Buku induk penduduk. 
b) Buku penduduk sementara. 
c) Buku perubahan penduduk. 
d) Buku perkembangan penduduk. 
e) Buku kartu keluarga. 
f) Buku kartu tanda penduduk. 
g) Buku jumlah penduduk. 
Sebagaimana halnya dengan pegisian buku administrasi umum maka 
pengisian buku administrasi penduduk dipertanggung jawabkan kepada sekretaris 





perkembangan penduduk dan kutipan buku jumlah penduduk dilaporkan kepada 
Bupati/Walikomadya melalui Camat bersangkutan.14 
8. Pemerintahan dalam Islam 
Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab 
pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. 
Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif islam memiliki fleksibilitas yang luas 
didasarkan pada premis bahwa islam bertujuan untuk mensejahterakan umum 
masyarakat, sehingga dalam negara perspektif islam dapat mendefinisikan apapun 
fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut. Menurut Sidiqi (1983) dalam Huda et al 
(2008 : 166-167) mengklasifikasikan fungsi negara dalam perspektif islam dalam tiga 
kategori yaitu: 
a. Fungsi yang diamanahkan syari‟at secara permanen meliputi : 
1) Pertahanan 
2) Hukum dan ketertiban 
3) Keadilan 
4) Pemenuhan kebutuhan 
5) Dakwah 
6) Amar makruf Nahi Munkar 
7) Administrasi sipil 
8) Pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial 
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b. Fungsi turunan syari‟ah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi 
pada waktu tertentu, meliputi 6 fungsi: 
1) Perlindungan lingkungan 
2) Penyediaan sarana kepentingan umum 
3) Penelitian 
4) Pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi 
5) Penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu 
6) Pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan 
c. Fungsi yang diamanakhkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah 
(syura), meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah 
proses syura. Inilah yang menurut Sidiqi terbuka dan berbeda-beda setiap negara 
tergantung keadaan masing-masing.15 
Al-Gazzali pernah menyatakan bahwa immah atau pemerintahan mengemban 
tugas pengganti Nabi, dan hal itu tercermin dari corak suksesi Abu Bakar yang 
pada awalnya ditandai dengan isyarat Nabi kepada Abu Bakar untuk menjadi 
imam shalat sebagai pengganti Nabi. 
 Mengingat fungsinya yang inheren dengan persoalan agama tersebut, 
khalifah dalam menjalankan pemerintahannya dianggap sebagai orang suci 
(muqaddas). Ia menyandang status muqaddas itu disebabkan karena ia bertindak 
sebagai pengganti Nabi dalam mengatur urusan dunia dan agama. 
                                                             






Dengan demikian, tujuan pemerintahan, menurut Al-Gazzali, adalah untuk 
melaksanakan ketentuan-ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan 
Rasul-Nya agar semua warga negara dapat melaksaanakan ketaatan mereka 
kepada Allah dengan baik. Hal ini tentunya sejalan dengan ungkapan Al-Gazzali 
yang menekankan keharusan pembentukan kekuasaan atau sultan. 
 “Sesungguhgnya kekuasaan (sultan) itu merupakan keniscayaan bagi 
ketertiban dunia dan ketertiban dunia merupakan keniscayaan bagi ketertiban 
agama serta keagamaan merupakan keniscayaan bagi ketertiban agama serta 
keagamaan merupakan keniscayaan bagi keberhasilan di akhirat dan inilah 
tujuan yang sebenarnya dari para Nabi. Oleh sebab itu, keharusan adanya 
imam merupakan salah satu bentuk kewajiban agama yang tidak bisa 
diabaikan. Agama merupakan dasar dan sultan adalah penjaganya”. 
 Tujuan selanjutnya dari sebuah pemerintahan adalah untuk mengatur dan 
mengurus persoalan dunia seperti menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah 
dan menyalurkannya kepada yang berhak, mengusahakan ketertiban, keamanan, dan 
ketentraman. Perosalan ketentraman dan keamanan ini, menurut beberapa pemikir 
politik islam, merupakan sesuatu yang penting. Oleh sebab itu, dalam rangka 
mewujudkan kedua hal itu, mutlak diperlukan adanya pemerintahan yang efektif. 
Hanya dengan penguasa yang efektif, baik penguasa itu adil maupun tidak, keamanan 
dan ketentraman dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib.16 
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Itulah sebabnya, mengapa persoalan dunia tidak bisa disepelekan oleh seorang 
penguasa. Karena hal itu bisa berimplikasi tidak hanya kepada ketidak terwujudkan 
persoalan keduniaan, tapi juga bisa berimplikasi  kepada persoalan agama, seperti 
hilangnya rasa tenteram di kalangan warga negara untuk menjalankan ibadah. 
 Oleh sebab itu, dalam rangka mecapai tujuan pemerintahan, hendaknya 
penguasa senantiasa  berusaha dan menegakkan peraturan. Sebab hanya dengan 
menegakkan peraturan itulah rasa aman dan keadilan di kalangan mereka bisa 
terwujud. Menurut Al-Gazzali, adanya peraturan (al-bukm) yang ditetapkan oleh 
pemerintahan suatu negara sangat diperlukan dalam rangka mengatur dan mengukur 
suatu perbuatan itu masih dalanm batas toleransi atau dilarang.17 
 Dalam konteks pemerintah negara, Al-Gazzali memberikan beberapa nasihat 
kepada penguasa yang bertujuan agar dalam menjalankan pemerintahan bisa berlaku 
adil. Nasihat itu adalah: 
a. Senantiasa antusias dengan nasihat ulama 
b. Dedikasi dan loyalitas yang tinggi 
c. Hidup sederhana 
d. Senantiasa beribadah 
e. Senantiasa bersikap lemah lembut 
f. Senantiasa berusahma mencapai ridha Allah 
g. Berusaha mendapatkan kerelaan manusia sesuai syariah 
                                                             





h. Berlaku baik kepada bawahan 
i. Rendah hati dan penyantun 
j. Tulus dan ihklas 
k. Mengetahui sisi manfaat dan bahaya kekuasaan 
l. Membiasakan memberi maaf, bersikap lembut, dan menahan amarah.18 
Adapun ayat yang berkenaan dengan hal pemerintahan adalah firman Allah 
Swt QS al-Nisā‟/4:59.  
                       
                             
        
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah  dan taati Rasul 
(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (Sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu, lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.19  
Dalam ayat ini dijelaskan tentang konsep Ulil Amri Min Kum yang di 
interpretasikan dengan tatanan politik yang demokratis. Rasulullah sebagai wakil 
Allah Swt diperintahkan untuk menyampaikan konsep tersebut kepada manusia 
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dalam kehidupannya. Sistem ini dalam negara disebut dengan kedaulatan yang terdiri 
dari Allah sebagai pemilik kedaulatan yang tertinggi dan pemerintah daerah yang 
memiliki pemimpin yang harus di taati juga.20  
B. Tinjauan Tentang Perjudian 
1. Pengertian Perjudian 
Judi dalam ensikplopedia Indonesia diartikan sebagai suatu kegiatan 
pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari suatu hasil pertandingan, permainan 
atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. 
Sedangkan Kartini Kartono mengartikan Judi adalah pertaruhan dengan 
sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan 
menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, 
pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. 
Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 303ayat (3) mengertikan judi 
adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada 
umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu 
jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga 
main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan  atau permainan lain, 
yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian 
juga segala permainan lain-lainya. 
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Pada Pasal 303 ayat (3) KUHP diatas secara detil dijelaskan pada penjelasan 
Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian antara lain adalah 
a.Roulette; b.blacjack; c.baccarat; d.creps; e.keno; f.tombola; g.super pingpong; 
h.lotto fair; i.satan; j.paykyu; k.slot machine (jackpot); l.ji sie ki m.big six whell; 
n.chuc ahwa hwe; dan o.kiu ku. 
Adapun 3 (tiga) unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi 
yaitu : 
a. Permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan 
atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau 
kesibukan untuk mengisi wktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat 
rereatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena 
boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap 
jalannya sebuah permainan atau perlombaan. 
b. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini 
lebih banyak di gantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-
untungan atau faktor kemengan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau 
kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. 
c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlobaan ini ada taruhan yang dipasang oleh 
para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda 
lainnya. Bahkan kadang istripun bisa jadi taruhan. Akibat adanya taruhan, maka 





merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan 
dapat disebut judi atau  bukan.21 
2. Perjudian Dalam Hukum Islam 
Tindakan perilaku kriminal yang menyimpang dalam terminologi Al-Qur‟an 
disebut sebagai perilaku mungkar, perbuatan faisyah, al-baghyu, al-jarimah, al-
jinayah. Di dalam Al-Qur‟an perilaku-perilaku ini bernilai negatif dan harus 
ditinggalkan. Tujuan hukum dalam Al-Qur‟an adalah supaya manusia melakukan hal 
baik dan tidak berbuat mungkar dalam masyarakat (amar ma‟ruf nahi mungkar). Agar 
tujuan hukum itu tercapai tentulah manusia harus mematuhi dan taat kepada 
peraturan-peraturan hukum tersebut. 
Maisir adalah permainan-permainan yang meperebutkan uang. Dalam bahasa 
Arab judi disebut “Qimar”. Menurut Aunur Rahim Faqih arti Qimar adalah 
permainan juga taruhannya apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang yang 
menang menerima dari yang kalah. 
Syamsuddin Adz Dzahabi mengartikan judi yaitu “suatu permainan atau 
undian dengan memakai taruahn uang atau lainnya, masing-masing dari keduanya ada 
yang menang dan ada yang kalah (untung dan dirugikan). Sedangkan Guntur 
mendefinisikan judi adalah “setiap permainan untung-untungan untuk mendapatkan 
uang dengan cara bertaruh, atau setiap permainan harta dengan bertaruh yang di 
dalamnya ada unsur-unsur tebakan. 
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Adapun dalam islam judi itu dinamakan maisir, yaitu tiap-tiap sesuatu ada di 
dalamnya melakukan pertaruhan, maka itu adalah judi. Jadi judi dalam agama islam 
bukan saja terletak dalam permainan tetapi juga terletak dalam perbuatan-perbuatan 
yang di dalamnya ada pertaruhan. Pertaruahan itu bukan saja menggunakan uang, 
tetapi juga biasanya menggunakan rumah, mobil, tanah, sawah, padi, gandum, anak, 
isteri dan sebagainya.22 Al-Quran telah menjelaskan kedudukan perbuatan perjudian 
pada QS al-Māidah/5:90 yang berbunyi: 
                           
                 
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah 
perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung.23  
 Dalam ayat ini maka sangat jelas larangan khamar dan berjudi dalam QS al-
Māidah/5 : 90. Menjelaskan tentang larangan meminum minuman keras dan berjudi 
dikarnakan khamar dan berjudi itu menghalangi diri mengingat Allah dan perbuatan 
tersebut mengandung kemudharatan yang besar. 
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3. Perjudian Dalam Hukum Nasional 
Secara sosiologis, pengertian tergantung dari pandangan-pandangan masing-
masing setiap kelompok masyarakat yang satu mempunyai pandangan yang berbeda 
dari kelompok masyarakat  yang lain. Pengertian judi itu sendiri sebenarnya 
merupakan pengertian berubah dan berkembang. 
Perjudian merupakan suatu penyakit masyarakat (patologi sosial), semenjak 
peradaban manusia, perjudian salah satu penyakit masyarakat yang berlangsung 
cukup lama. Perjudian adalah merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu 
mempertaruhkan suatu yang dianggap bernilai dan mempumyai harapan-harapan 
tertentu pada peristiwa-peristiwa permaian, pertandingan, perlombaan dan kejadian-
kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya dengan menyadari adanya resiko 
kekalahan. 
Perjudian adalah pertaruhan sesuatu yang bernilai dengan menyadari resiko 
dan harapan-harapan pada suatu permainan atau peristiwa yang belum pasti hasilnya 
mungkin dintentukan oleh perubahan/kecelakaan atau mempunyai hasil yang tidak 
terduga. Adapun perjudian menurut pandangan masyarakat yaitu adalah suatu kondisi 
sosial dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang bernilai atau segala hal yang 
mempunyai resiko. Namun demikian, perilaku mengambil resiko dalam pelaku 
perjudian, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan-perbuatan yang lainnya yang 
mengandung resiko. Ketiga unsur di bawah ini dapat menjadi faktor-faktor yang 





a. Perjudian adalah suatu perbuatan sosial yang menggunakan sejumlah uang (atau 
sesuatu yang bernilai) dimana pemenenang memperoleh uang atau sesuatu yang 
bernilai dari yang kalah. 
b. Resiko yang didapat bergantung pada kejadian-kejadian di masa yang akan 
mendatang, dengan hasil yang belum pasti diketahui, dan banyak ditentukan oleh 
hal-hal yang bersifat secara kebetulan atau keberuntungan. 
c. Resiko yang diambil bukanlah seesuatu yang wajib dilaksanakan, kekalahan atau 
kehilangan sesuatu yang bernilai dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari 
permainan judi. 
Menurut Sadjipto Raharjo, perjudian merupakan periilaku kejahatan yang 
terorganisir. Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dalam kegiatannya agar 
dapat berhasil melibatkan berbagai masyarakat atau kelompok masyarakat yang 
beraneka ragam. Kejahatan yang terorganisir meruapakan usaha-usaha yang 
melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko 
yang kecil yaitu mempengaruhi para pejabat pemerintah terutamanya para penegak 
hukum. 
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), arti dari perjudian 
adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan 
keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, bisa juga karena permainannya 
mahir atau terlatih dan disitu termasuk semua pertaruhan tentang keputusan-





mereka yang turut melakukan lomba atau bermain, demikian juga semua pertaruahn-
pertaruhan lainnya.24 
Aturan Hukum Pidana yang mengtur perjudian diantaranya UUD No. 7 Tahun 
1994 dan Pasal No. 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 303 bis Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 
Pasal 303: 
a. Diamcam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda 
paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 
1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan 
judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta 
dalam suatu perushaan untuk; 
2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak 
umum untuk bermain judi atau dengan sengaja tururt serta dalam perusahaan 
untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya 
sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 
3) Kejadian turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. 
b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 
pencahriannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. 
c. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permaian, di mana pada umumnya 
kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena 
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permainanya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan 
tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan 
antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 
pertaruahan lainnya. 
Pasal 303 bis: 
a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda 
paling banyak sepuluh juta rupiah: 
1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan 
melanggar ketentuan pasal 303; 
2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum 
atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari 
penguasa yang berwenang yang telah meberi izin untuk mengadakan perjudian 
itu. 
b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan 
yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana 
penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta 
rupiah.25 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif  merupakan suatu strategi inqueri yang menekankan 
pencarian makna, pengertian, konsep, kateristik, gejala, simbol, maupun deskripsi 
tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode; bersifat alami dan holistik; 
mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. 
Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif 
adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui 
aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. 
2. Lokasi penelitian 
Berdasarkan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan maka lokasi 
penelitian di Kabupaten Wajo Kecamatan Pitumpanua Kelurahan Bulete.  
Kelurahan Bulete merupakan salah satu kelurahan dalam lingkup wilayah 
Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Luas wilayah Kelurahan adalah 1.367 Ha 
dengan 4 Lingkungan dianataranya Lingkungan Cappapadang, Lingkungan 
Bolabakka, Lingkungan Kampung Baru dan Lingkungan Tellang serta banyaknya 
penduduk Kelurahan Bulete pada Tahun 2019 sebabanyak ±7510 Jiwa, Kelurahan 





a. Sebelah Utara : Berbatasan Kelurahan Siwa 
b. Sebelah Selatan : Berbatasan Kelurahan Tobarakka 
c. Sebelah Timur : Berbatasan Desa Tanrongi 
d. Sebelah Barat : Berbatasan Teluk Bone  
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan Yuridis Normatif 
Pendekatan yuridis normatif merupakan pedekatan yang memandang Pasal-
pasal di dalam Undang-undang sebagai kacamata untuk melihat masalah penelitian 
ini dengan menela‟ah secara sistematis berlandaskan hukum nasional . 
2. Pendekatan Teologis Normatif 
Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan sumber-
sumber hukum Islam sebagai instrumen untuk menganalisis masalah yang akan 
ditelitih  
C. Sumber Data 
1. Sumber data primer 
Sumber data primer adalah suatu sumber data yang berasal dari metode 
pengumpulan data pokok dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara, dimana 
mendapatkan data ini dihasilkan dari hasil tanya jawab antara peneliti dan  informan.  
Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data  tambahan yang  berasal dari kajian 
kepustakaan yaitu buku, jurnal atau referensi-referensi lainnya. Sumber data ini 





D. Metode Pengumpulkan Data 
Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti ialah 
instrumen penelitian. Keberhasilan dalam pengumpulan data yang banyak ditentukan 
oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus 
penelitiannya. Ia juga dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, ia 
harus mampu mengamati situasi sosial sekitarnya, yang terjadi dalam konteks yang 
sesungguhnya. 
1. Observasi  
Obeservasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang sangat banyak 
ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau 
mendengarkan suatu objek penelitian dan ia kemudian meyimpulkan dari apa yang 
sudah diamati. Pengamat ialah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian. 
Yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks 
yang alami (natural setting), dialah yang melakukan pertanyaan, dan dia pulalah yang 
mengamati hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang 
diamatinya.1 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat 
dipakai untuk mengumpulkan data. Secara sederhana dapat diakatan bahwa 
wawancara (interview) ialah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 
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pewawancara (interview) dan orang yang diwawancarai (informan) melalui 
komunikasi secara langsung. Dapat pula juga dikatakan bahwa wawancara 
merupakan percakapan langsung atau tatap muka (face to face) antara pewawancara 
dengan sumber informasi, di mana pewawancara disini bertanya langsung tentang 
suatu objek yang ingin diteliti dan telah dirancang sebelumnya.2 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah 
berlalu. Dokumentasi tentang sesorang atau kelompok orang, peristiwa, atau 
kejadian-kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian 
yaitu sumber informasi yang sangat berguna bagi para peneliti dalam penelitian 
kualitatif. Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, artefacts, maupun 
foto. Dokumentasi tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (life histories), karya 
tulis, cerita, dan biografi. Di samping itu perlu juga adanya material budaya, atau 
hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Dalam 
penelitian antropologi dokumentasi material budaya atau artefact itu menyimpan 
nilai-nilai yang tinggi sesuai dengan waktu, zaman dan konteksnya.3 
E. Instrumen Penelitian 
Didalam penelitian ini terdapat instrumen atau alat penelitian didalam 
mengumpulkan data tersebut. Alat penelitian dimaksudkan sebagai kebutuhan primer 
untuk mencapai tujuan masalah yang ingin diteliti. Instrumen penelitian tersebut 
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meliputi peneliti sendiri, pendoman observasi, pedoman wawancara, dan tabrikorder 
atau kamera.   
F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data 
1. Teknik Pengelolaan Data 
Teknik pengelolan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Editing 
Editing adalah kegiatan memeriksa data mentah yang telah dikumpulkan, 
meliputi melengkapi data yang belum cukup atau data kosong, memperbaiki 
kesalahan atau kekurang jelasan dari data awal, memeriksa konsistensi data sesuai 
dengan data yang diinginkan, memeriksa keseragaman hasil pengukuran dan 
memeriksa reliabilitas data.4 
b. Klasifikasi 
Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda “classificatie”, yang 
sendirinya berasal dari bahasa Prancis “classification”. Kata klasifikasi ini menunjuk 
kepada metode untuk menyusun data secara sistematis. Menurut KBBI, klasifikasi 
adalah penyusunan bersitem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau 
standar yang ditetapkan.5 
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2. Analisis Data 
Model teknik yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan 
Huberman. Miles dan Huberman menegaskan, bahwa penelitian kualitatif data yang 
terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti 
interviu, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape 
karna terlihat lebih banyaknya berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data 
tersebut harus “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Miles dan 
Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model air. 
Dalam kerangka model air, peneliti melakukan tiga kegiatan analisi data 
secara serempak yaitu :  
a. Reduksi data (data reduction) 
b. Data display (display data) 
c. Penarikan kesimpulan/verifikasi 
Lebih jauh Miles dan Huberman (1984: 21-23) mengemukakan tentang ketiga 
kegiatan tersebut sebagai berikut. 
a. Reduksi data 
Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, 
penyederhanaan, pemisahan, dan  pentransformasian data “mentah” yang terlihat 
dalam catatan tertulis lapangan (written-up field notes). 
b. Data display 
Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah data 





yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display 
dalam kehidupan sehari-hari atau dalam interaksi sosial masyarakat terasing, maupun 
lingkungan belajar di sekolah atau data display surat kabar sangat berbeda antara satu 
dengan yang lain. 
c. Kesimpulan/Verifikasi 
Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan 
kesimpulan/verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan 
memberi makna sesuatu yang dilihat atau yang diwawancarainya. Memo telah ditulis, 
namun kesimpulan akhir masih jauh. Peneliti harus jujur dan menghindari bias 
subjektivitas dirinya.6 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis 
sejak pertama penelitian akan menentukan kebenaran dan ketetapan hasil penelitian 
sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan 
mempunyai hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar budaya yang 
sesungguhnya, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat mempergunakan cara 
meningkatkan ketentuan pengamatan dengan berbagai cara, antara lain: 1) Sumber; 2) 
Data; 3) Waktu; dan 4) Hasil.7 
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A. Tindakan Pemerintah dalam Menangani Kasus Perjudian di Kelurahan Bulete 
Kecamatan Pitumpanua 
Pemerintah dalam lingkup kelurahan merupakan unsur penting dalam tatanan 
tingkat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugas-tugas 
pemerintahan, tidak bisa di pungkiri bahwa sesekali atau berulang-ulang kali 
pemerintah akan diperhadapkan dengan berbagai problematika atau masalah-masalah 
yang menyangkut penyelewengan hukum atau perbuatan melawan hukum 
(onrechtmatigedaad) di masyarakat. Segala permasalahan yang terjadi di masyarakat, 
tentunya akan melibatkan unsur pemerintah sebagai fungsi mengatur dan menjaga 
ketertiban, bahkan pemerintah dianggap bertanggungjawab sepenuhnya terhadap 
segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, baik yang menyangkut permasalahan 
maupun kesejahteraan masyarakat. 
Hal ini sesuai dengan ajaran dari konsep negara kesejahteraan (welfare state) 
yang mengharuskan pemerintah tidak hanya bertugas sebagai penjaga keamanan dan 
ketertiban saja, namun juga mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan 
kesejahteraan kepada masyarakat di segala lini kehidupan. Dalam lingkup 
pemerintahan daerah, khususnya pemerintah kelurahan, seyogiyanya mampu 
memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakatnya dan memahami budaya yang 







Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana penelitian yang dilakukan dengan 
melakukan wawancara di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua mengenai peran 
pemerintah dalam menangani kasus perjudian, bahwa dari hasil wawancara yang 
dilakukan dari beberapa narasumber, peran pemerintah dalam menangani kasus 
perjudian di Kelurahan Bulete adalah dengan cara melakukan suatu tindakan hukum. 
Ashar Sultan, S.Sos., M.Si selaku Lurah Bulete menjelaskan bahwa tindakan 
yang diambil pemerintah Kelurahan Bulete dalam menangani kasus perjudian di 
Kelurahan Bulete adalah dengan cara menerima laporan dari masyarakat sekitar 
tentang adanya kasus perjudian yang di lakukan oleh  masyarakat setempat, kemudian 
pemerintah kelurahan mengambil suatu tindakan lebih lanjut dengan melaporkan 
kejadian tersebut ke Babinkamtibmas (Bintara Pembinanaan dan Keamanan 
Ketertibaan Masyarakat) dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) selaku aparat 
pemerintah yang lebih berwenang dalam menangani kasus perjudian tersebut. Setelah 
itu, pemerintah kelurahan bersama dengan Babinkamtibmas dan Babinsa turun 
langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan terhadap kasus perjudian yang di 
laporkan oleh masyarakat, jika hal tersebut merupakan suatu delik pidana maka pihak 
kepolisian akan menindaklanjuti kasus perjudian tersebut. 
Selaku pemerintah, konsekuensi logis yang diberikan pihak Kelurahan Bulete 
dalam menangani kasus perjudian adalah memberikan efek jera kepada masyarakat 
yang melakukan perjudian melalui bantuan aparat kepolisian dan diproses sesuai 







suatu perjudian dan di tangkap di lokasi tersebut tanpa ikut serta melakukan perjudian 
itu, maka pihak pemerintah kelurahan dan aparat kepolisian hanya memberikan 
teguran atau peringatan untuk tidak mengulanginya lagi, tetapi melaporkan kepada 
pemerintah atau kepolisian jika ada kasus perjudian yang dilihat.1 
Tindakan pemerintah kelurahan dalam menangani kasus perjudian yang ada di 
Kelurahan Bulete bahwa pada tahun 2017 jumlah tindak pidana perjudian yang ada di 
Kelurahan Bulete dengan jumlah pelaku yang di dapatkan satu orang pelaku 
perjudian dengan kasus perjudian dengan menggunakan permainan kartu dengan 
barang bukti yang didapat kartu domino dan sejumlah uang. Pada tahun 2018, tingkat 
perjudian semakin meningkat dengan jumlah pelaku 3 orang dengan melakukan 
perjudian menggunakan sabung ayam dan barang bukti yang didapat yaitu ayam, 
arena sabung ayam, dan sejumlah uang. Pada tahun 2019, pemerintah kelurahan 
berhasil bersama pihak kepolisian menekan jumlah kasus perjudian di lingkup 
kelurahan dengan tidak adanya kasus pidana perjudian. 
Dari data yang didapatkan oleh peneliti di Polsek Pitumpanua berdasarkan 
tahun 2017 sampai tahun 2018 akan dilihat pada tabel kasus perjudian pada tahun 
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Tabel Kasus Perjudian Tahun 2017 
No. Nama Pelaku Perjudian Umur Jenis Perjudian Tahun 
1. Syamsul bahri 38 Tahun Permain Judi Kartu 2017 
 Sumber Data LP/42/IV/2017/Sulsel/Res-Wajo/Sek Pitumpanua 
Tabel 1.2 
 Tabel Kasus Perjudian tahun 2018 
No. Nama Pelaku Perjudian Umur Jenis Perjudian Tahun 
1. Ambo Wero Bin Landak 60 Tahun Sabung Ayam 2018 
2. H.Katenni 58 Tahun Sabung Ayam 2018 
3. Ambo Ompo Bin Mallu 47 Tahun Sabung Ayam 2018 
Sumber Data LPA/99/IX/2018/Sulsel/Res-Wajo/Sek Pitumpanua 
Berdasarkan tabel tersebut, bahwa tahun 2017 terdapat satu tindak kasus 
perjudian yang berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian dan kasus perjudian ini 
adalah pelaporan dari masyarakat setempat bahwa adanya kasus perjudian dengan 
menggunakan permainan kartu domino. Tahun 2018, pemerintah gagal dalam 
menangani kasus perjudian sebagaimana pada tabel tersebut bahwa pelaku perjudian 
yang di tangkap ada 3 orang pelaku judi sabung ayam dan penangkapan di tahun 
2018 terhadap sejumlah judi sabung ayam yang bukan laporan dari masyarakat 







lingkup kelurahan. Pada tahun 2019, pemerintah dan kepolisian berhasil menekan 
angka kasus perjudian yang ada di lingkup keluraha yang artinya peran pemerintah di 
sini sudah berhasil dalam menangani kasus perjudian. Tetapi tidak dapat dipungkiri di 
Kelurahan Bulete masih banyak yang melakukan perjudian seperti sabung ayam, 
togel, poker, dan permainan kartu, atas dasar itu, peneliti dalam observasinya 
mendapatkan adanya kegiatan perjudian sabung ayam dan mewawancarai seseorang 
pelaku perjudian sabung ayam dan judi kartu. 
Pelaku perjudian yang berinisial A, beliau berkata: Simulanna pabboto manue 
mappiara manumi sibawa mappabittemi dessa namaboto, pada mui maccule 
domenge. Tapi hobbinna taue akko Kelurahan Bulete megani nasala gunangeng 
nagunangi boto nasaba melo panessai makkeda ero manuna makessing muaga 
mabbitte nasaba menre ellinna manuna akko tassebboni, mappammula ambo 
manuna, indo manuna lettu anakna manuna menre maneng ellinna naerona mega tau 
mabboto manu nappa manue makkokkoe megana jenisna mappamula manu bangkok, 
mangon, saigon, pakoy, engka toni tau nasilang jenis manue supaya lolongeng i cule 
manu makessinge apana jenisna manue beda-beda culena tapi engka meto pabboto 
nala assappareng memengi yaseng botoe nayodding lolongeng dui megatti pole 
wassele botoe. Akko tosi boto domeng megana tau pake hape maccule akko internet, 
erona maressa polisi sibawa pamerentae lolongeng pabboto apana akko meni hape 
maccule dena nasikumpulu pada alena maccule domenge. 
(Awal mulanya pelaku perjudian hanya memelihara dan mengadu ayam tanpa 
menggunakan taruhan dan sama halnya dengan perjudian kartu. Tetapi hobi yang 
digeluti seperti sabung ayam identik dengan perjudian dan banyak masyarakat yang 
beternak ayam melakukan perjudian dikarnakan ingin melihat kualitas ayamnya di 
arena perjudian, jika ayam yang mereka bawa menang di arena perjudian secara 
otomatis harga ayam itu meningkat mulai dari pacekannya, indukan sampai 
anakannya dan sekarang jenis ayam sudah berpariasi mulai dari jenis ayam bangkok, 
mangon, saigon, pakoy ada juga yang menyilangkan jenis ayam ini untuk 
menghasilkan ayam dengan jenis baru dan menghasilkan permainan baru dari 
silangan ayam tersebut, tetapi ada juga oknum pelaku perjudian yang hanya ingin 
menghasilkan uang secara instan dengan bermain judi sabung ayam maupun 
permainan judi yang menggunakan kartu. Sedangkan permainan judi yang 
menggunakan kartu, masyrakat Kelurahan Bulete menggunkan telpon genggam untuk 







untuk menemukan pelaku perjudian yang menggunakan telpon genggam dan tidak 
lagi bermain secara terang-terangan). 
B. Hambatan Pemerintah Dalam Menangani Maraknya Kasus Perjudian Di 
Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua. 
Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah kelurahan dalam menangani 
kasus perjudian di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo adalah 
kurangnya pelaporan dari masyarakat tentang adanya kasus perjudian di lingkup 
Kelurahan Bulete. Penyebab masyarakat kurang melakukan pelaporan dikarenakan 
sebagian masyarakat masih takut terlibat dengan pihak pemerintah atau pihak 
kepolisian dan masyarakat masih malu untuk melaporkan tindakan perjudian atas 
dasar pelakunya masih sanak saudara masyarakat setempat.  
Selain itu, pelaku perjudian yang juga sebagai peternak ayam dalam 
pememeliharaan ayam aduan tidak sama dengan ayam seperti umumnya dikarnakan 
ayam jenis laga ini mulai dari umur 1 Bulan samapi 7 Bulan diberikan makanan 
berupa campuran-campuran khusus untuk memeperbaiki pertumbuhan ayam seperti 
tulang ayam dan otot ayam setelah umur ayam mencapai 8 Bulan, ayam mulai diadu 
untuk melihat permainan ayam dan melatih mental serta memeberikan obat-obatan 
dan jamu khusus untuk ayam laga. Para peternak yang ada di Kelurahan Bulete 
melatih fisik ayam dengan menggunakan metode-motede yang telah dipelajari para 
peternak ayam seperti memandikan setiap pagi hari dan sore hari. 
Lokasi kegiatan sabung ayam di Kelurahan Bulete menjadi salah satu 







melakukan kegiatan sabung ayam. Hal ini tidak lepas dari kegiatan sabung ayam yang 
berpindah-pindah tempat atau lokasi dalam wilayah Kelurahan Bulete. Tentunya, para 
pihak terkait mengetahui dan menghindari adanya razia dari pihak kepolisian atau 
aparat pemerintah, sehingga pada waktu tertentu mereka melakukan sabung ayam 
pada tempat yang berbeda sebelumnya. Pelaksanaan sabung ayam dilengkapi dengan 
arena khusus menyabung ayam yang fasilitasnya dilengkapi dengan karpet, air, 
baskom, jam, uang, dan sebagainya.  
Dalam proses sabung ayam ada 4 ronde, dalam 1 ronde berdurasi selama 15 
menit, awal mula ronde pertama ayam dimandikan sebelum turun di arena begitupun 
ayam yang sanggup melanjutkan ronde ke 2 sampai ronde ke 4 jika ada ayam yang 
kalah sebelum ronde ke 4 ayam itu langsung dinyatakan kalah dalam taruhan 
sedangkan ayam yang sanggup sampai 4 ronde tidak ada yang kalah dinyatakan seri 
dan ada juga yang menang tergantung dari kesepakatan yang dibuat pelaku perjudian 
dikarnakan pelaku perjudian sabung ayam ini yang mempunyai ayam yang berukuran 
kecil jadi pihak yang memiliki ayam yang berkuran kecil meminta kepada lawan 
yang berukuran yang lebih besar untuk memberikan taruahannya jika ayam yang 
berukuran kecil menyelesaikan sampai ronde ke 4 dan tidak kalah dalam ronde 







Sedangkan arenanya dapat dilipat, sehingga dengan mudah untuk dibawa dan 
dipindahkan di tempat lain yang telah ditentukan untuk melakukan sabung ayam. 
Kegiatan sabung ayam di Kelurahan Bulete pada umumnya dilaksanakan pada sore 
hari dan malam hari dengan lokasi yang sulit untuk ditemukan oleh aparat pemerintah 
maupun kepolisian. Adapun bukti dokumentasi yang di  dapat oleh peneliti pada saat 
observasi di lapangan, pada gambar berikut ini: 
Disisi lain, sulitnya pemerintah kelurahan dan aparat kepolisian dalam 
menindaklanjuti kasus perjudian tersebut dikarenakan masyarakat yang melakukan 
perjudian tidak lagi secara terang-terangan, melainkan dengan cara menggunakan 
media elektronik. Kehadiran judi online menjadi tugas berat pihak pemerintah 
khususnya kepolisian resort Bulete sebab proses perjudian sangat tertutup dan 
memungkinkan sulitnya mengungkap pelaku perjudian dan alat buktinya. Kasus 
perjudian yang sangat marak terjadi di Kelurahan Bulete seperti permainan poker dan 







dikarnakan permainan ini sudah menggunakan sistem online dan tidak lagi bermain 
judi secara langsung atau manual. Perjudian melalui poker banyak dimainkan oleh 
semua kalangan, akan tetapi yang paling banyak mendominasi adalah kalangan 
remaja atau anak sekolahan. 
Budaya hukum masyarakat Kelurahan Bulete masih minim ditandai dengan 
kurang pedulinya masyarakat terhadap regulasi maupun kebijakan pemerintah 
setempat. Misalnya saja himbauan pemerintah kepada masyarakatnya untuk 
melaporkan siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, namun masih saja 
dihiraukan.    
Dibalik hambatan yang terjadi, berbagai tindakan antisipasi dilakukan 
khususnya Kepala Lingkungan Cappapadang dalam kasus perjudian. Gunawan Malik 
selaku Kepala Lingkungan Cappapadang menjelaskan bahwa tindakan yang 
dilakuakan yang pertama adalah teguran kepada masyarakat yang melakukan 
perjudian, jika kasus tersebut sudah dilakukan berulang-ulang kali maka sebagai 
Kepala Lingkungan melaporkan ke pihak kepolisian. Adapun antisipasi yang 
dilakukan oleh Kepala Lingkungan Cappapdang dengan cara mensosialisasikan 
dampak buruk yang ditimbulkan oleh pelaku yang melakukan perjudian maupun 
dampak terhadap diri sendiri, keluarga serta masyarakat sekitarnya.2 
Briptu Randy Ardian (Bhabinkamtibmas), menyatakan bahwa tindakan yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus perjudian adalah menerima 
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pengaduan oleh pemerintah atau masyarakat, kemudian peninjauan lokasi terhadap 
laporan yang diterima, jika kasus tersebut termasuk delik pidana maka pihak 
kepolisian akan menindak lanjuti kasus perjudian tersebut sesuai aturan yang 
berlaku.3 
Thamrin (Masyarakat), menyatakan bahwa peran masyarakat dalam 
menanggapi maraknya kasus perjudian di Kelurahan Bulete adalah mengingatkan 
sesama masyarakat bahwa perjudian merupakan suatu perbuatan yang melanggar 
hukum atau melaporkan kepada pemerintah atau kepolisian jika ada kasus perjudian 
yang dilihat.4 
C. Pandangan Hukum Tatanegara Islam Dan Hukum Positif Terhadap Peran 
Pemerintah Dalam Menangani Kasus Perjudian di Kelurahan Bulete. 
1. Pandangan Hukum Tatanegara Islam terhadap Peran Pemerintah dalam 
Menangani Kasus Perjudian di Kelurahan Bulete 
Tindakan pemerintah Kelurahan Bulete dalam menangani kasus perjudian sudah 
cukup baik dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dengan menjalankan tugas 
dan wewenangnya selaku pejabat pemerintah yang menjalankan tugas kelurahan dan 
mengurus serta menyelesaikan persoalan sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah 
Kelurahan Bulete bersama pihak Kepolisian Sektor Pitumpanua sudah bekerjasama 
dengan baik selaku pemerintah dan aparatur pemerintahan daerah yang berwenang 
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4







dalam menangani problematika-problematika dalam kehidupan bermasyarakat, 
terkushus dalam rangka menangani dan menindaklanjuti kasus perjudian yang begitu 
meresahkan masyarakat Kelurahan Bulete. Dengan adanya kasus perjudian yang ada 
di lingkunagn Kelurahan Bulete, dapat menyebabkan sebagian atau seluruh 
masyarakatnya terganggu dalam menjalankan kehidupannya sebagai masyarakat, 
dikarenakan adanya perjudian yang mengganggu ketentraman dan ketertiban 
masyarakat. 
Berkenaan dengan tugas dan fungsi pemerintah, khususnya pemerintah kelurahan 
dalam menangani kasus perjudian, secara konseptual memiliki persamaan dengan 
konsep pemerintahan dalam ketatanegaraan Islam, khususnya dalam objek kajian 
siyasah dusturiyah. Dimana prinsip yang terkandung dalam siyasah dusturiyah 
menyatakan bahwa tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan suatu pemerintahan 
dalam negara adalah untuk menjaga sistem keadilan agar masyarakatnya dapat 
menjalankan kehidupannya secara wajar. 
Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. 
Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani 
masyarakatnya, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 
masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya 
tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa 
negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga 







mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang 
yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih 
baik jika dikerjakan oleh pemerintah, yaitu melakukan upaya-upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang 
menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lahir, dan menerapkan kebijakan 
untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.5 
Dalam sebuah pemerintahan berbasis Islam, harus berdasarkan pada tiga 
prinsip dasar negara Islam, yaitu : 
a. Prinsip persaudaraan 
Dalam prinsip persaudaraan, hanya agama Islam yang menekankan 
pentingnya persaudaraan. Pada dasarnya, Islam tidak memandang warna kulit, 
kebangsaan dan bahasa. Bagi Islam, bukanlah alasan untuk membeda-bedakan 
manusia maupun itu orang Arab atau non Arab. Agama Islam menghapuskan dinding 
pemisah yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain dan 
jalinan persaudraan juga harus dijalin anatara umat Islam dengan umaat-umat non 
Islam. 
b. Prinsip Persamaan Antar manusia 
Prinsip persamaan antar manusia sangatlah penting sebagai dasar negara 
Islam, Bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek 
kehidupan bernegara dan salah satunya dalam aspek hukum. Bagi setiap orang tidak 
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ada perlakuan khusus bagi seseorang dalam permaslahan hukum, jadi setiap manusia 
berhak mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum. 
c. Prinsip Kebebasan 
Dalam Prinsip kebebasan sesuatu yang sangat menyatu dalam kehidupan 
manusia. Dengan kebebasan, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kemajuan 
dalam hidupnya sendiri dan kebebasan ini mencakup empat jenis kebebasan yaitu 
kebebasan beragama, berfikir, menyatakan pendapat, dan kebebasan dari rasa lapar 
dan takut karna manusia bebas untuk melakukan apa saja selama hal itu tidak 
bertentangan dengan hukum syara‟.6 
Pemerintahan yang baik dalam menjalankan kekuasaan bernegara harus 
berdasarkan : 
a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan; 
b. Perencanaan dalam pembangunan; 
c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah; 
d. Pengabdian kepada kepentingan masyarakat; 
e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan 
penganalisaan; 
f. Pengadilan tata usaha/administrasi negara; 
g. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
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Di Kelurahan Bulete, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para 
aparatur penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam menentukan keputusan 
pada khususnya dalam menangani kasus perjudian dan Al-Qur‟an yang di jadikan 
dalam prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang Lurah 
dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakatnya. diantaranya kedaulatan tertinggi di 
tangan Allah swt. Al-Qur‟an menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya 
kepada Allah swt dan wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah 
swt. merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya 
ketaatan kepada Ulil Amri diantara orang-orang yang beriman, selama Ulil Amri 
tidak memerintahkan maksiat kepada Allah Swt. Di terangkan kepada QS al-
Nisā/4:59:7 
Dalam ayat ini menjelaskan tentang tatanan politik yang demokratis (Ulil 
Amri Min Kum). Rasulullah sebagai wakil Allah Swt dan diperintahkan 
menyampaikan konsep Ulil Amri Min Kum kepada umat manusia dalam kehidupan 
bernegara. Konsep tatanan politik yang demokratis dalam negara disebut dengan 
kedaulatan yeng terdiri dari Allah Swt sebagai pemilik kedaulatan yang tertinggi.8 
Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang 
tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial dengan cara 
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berdasar pada hukum, baik hukum yang merupakna norma sosial maupun hukum 
dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa.  
Dengan demikian, peran pemerintahan di dalam Islam sangat dibutuhkan 
untuk menjadi landasan pihak Kelurahan Bulete untuk menanangi permasalahan 
ketertiban dan keamanan yang di jelaskan oleh konsep pemerintahan Ulil Amri yang 
tidak memerintahkan kemaksiatan, maka tindakan atau upaya pemerintah boleh 
dilakukan terhadap suatu persoalan tertentu utamanya peran pemerintah tingkat 
kelurahan  di dalam menangani kasus perjudian. Apalagi  kasus perjudian merupakan 
tindakan yang diharamkan berdasar pada  QS al-Māidah/5:90.  
Berdasarkan ayat dan pernyataan ahli tafsir di atas konsep pemerintahan islam 
dalam menangani kasus perjudian berlandaskan Al-Qur‟an dan Hadist bahwa sistem 
pemerintahan Islam memiliki wewenang atau kekuasaan dalam mengatur dan 
menjalankan roda pemerintahan berdasarkan syari‟ah yang telah selaras dengan QS 
al-Māidah/5:90 yang mengharamkan perjudian. 
2. Pandangan Hukum Hukum positif terhadap Peran  Pemerintah dalam 
Menangani Kasus Perjudian di Kelurahan Bulete. 
Pemerintah Kelurahan Bulete dalam menjalankan roda pemerintahan dalam 
menangani kasus perjudian yang marak terjadi di wilayah kelurahannya untuk 
memilihara ketentraman umum dan ketertiban masyarakat dalam beraktivitas sehari-
hari. Pihak Kelurahan Bulete mengambil tindakan dalam menangani kasus perjudian 







kehidupan masyarakat yang ada di Kelurahan Bulete untuk pihak kelurahan 
memberikan solusi atau tindakan secara langsung dalam menangani persoalan 
masyarakat. Jika laporan masyarakat berkaitan dengan masalah-masalah hukum, 
pihak kelurahan bekerjasama dengan pihak kepolisian resor Pitumpanua untuk 
menangani perbuatan masyarakat yang melanggar hukum terkhusus kasus perjudian 
dan pihak Kelurahan Bulete mengadakan sosialisai tiap-tiap mesjid untuk mencegah 
adanya masyarakat melakukan pelanggaran hukum di wilayah Kelurahan Bulete. 
Secara tegas Kepala Lurah Bulete (Ashar Sultan, S.Sos., M.Si) mengatakan 
bahwa Sebagai Lurah Bulete, Pihak Kelurahan selalu mengambil tindakan jika ada 
masyarakatnya yang melapor dengan mengambil tindakan turun langsung bersama 
pihak kepolisian untuk menangani kasus perjudian yang ada di wilayahnya dan 
menyerahkan pelaku perjudian kepada pihak kepolisian resor Pitumpanua untuk 
menindak lanjuti dengan hukum-hukum yang berlaku. Pemerintah Kelurahan Bulete 
mengutamakan ketertiban dan ketentraman masyarakatnya dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat Kelurahan Bulete.9   
Sebagaimana pernyataan dari Lurah Bulete (Ashar Sultan, S.Sos., M.Si) 
memberikan pemahaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa 
penyelenggara pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang memiliki tujuan agar 
pemerintahan daerah menjadi bagian dalam sistem pemerintahan Indonesia.  
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Urusan pemerintahan daerah telah diatur secara jelas dalam UU Pemerintah 
Daerah sebagaimana UU Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan 
pemerintah daerah dapat dibedakan  menjadi dua, yaitu kewenagan pemerintah wajib 
dan pilihan. Kewenangan pemerintahan  wajib mempunyai arti suatu urusan 
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, 
kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan 
kewenangan pemerintah yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan 
kekhasan daerah tertentu, pada dasarnya pemerintah pusat yang diserahkan kepada 
pemerintah daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali  urusan 
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta 
agama. 
Peraturan kebijaksanaan adalah peraturan umum tentang pelaksanaan 
wewenang pemerintah terhdap warga negara atau rakyat yang ditetapkan 
pelaksanaannya belandaskan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintahan yang 
berwenang. Kewenangan dari segi ilmu hukum khususnya hukum administrasi 
negara, penegertian kewenangan yang diantaranya adalah menurut Prajudi 
Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal , yang berasal 
dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau kekuasaan eksekutif atau 
administratif. 
Tindakan pemerintah adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh alat 







tindakan pemerintah yaitu tindakan berlandasan hukum  dan tindakan berlandasan 
fakta atau bukan berlandasan hukum. Tindakan pemerintah yang berlandasan hukum 
dapat diartikan ebagai tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya yang dapat 
menimbulkan akibat hukum tertentu untuk mencapai suatu hak dan kewajiban. 
Tindakan ini lahir sebagai konsekuensi logis dalam kedudukan pemerintah sebagai 
subyek hukum, sedangkan tindakan berlandasan fakta (bukan hukum) adalah 
tindakan pemerintah yang tidak berhubungan langsung dengan kewenangannya serta 
tidak memiliki akibat hukum yang tetap. 
Salah satu usaha mencapai tujuan suatu negara sebagai organisasi kekuasaan, 
pemerintah menepati kedudukan yang sangat penting sebagaimana pemerintah diatur 
oleh hukum khusus yaitu hukum administrasi sebagai instrumen pemerintah yang 
aktif yang turut ikut campur dalam kehidupan bersma masyarakat dan sekaligus 
hukum yang memeberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Selain itu otonomi 
daerah dalam sitem negara kesatuan ditekankan pada adanya kemandirian daerah 
untuk mengurus dan menjelaskan sebagai urusan yang menjadi wewenang dalam hal 
otonomi daerah bukan berarti kmerdekaan dalam setiap pengambilan kebijakan, 
semua itu harus berlandasan aturan yang mengatur secara jelas. Konsep otonomi 
daerah tersebut dalam sitem negara kesatuan, didasarkan pada adanya hubungan 
wewenang antar satuan provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan kota.10 
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Dalam Pasal 221 menjelaskan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk 
kecamatan dalam rangka meningkatkan
 
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 
pelayanan publik, dan pemberdyaan masyarakat desa/kelurahan, sedangkan 
kecamatan di bentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan 
pemerintah. Rancangan perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan yang 
telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota dan DPRD 
Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota disampaikan kepada 
Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan 
persetujuan.Dalam hal ini camat mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaiamana di maksud dalam 
Pasal 25 ayat (6). 
b. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
c. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 
d. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. 
e. Mengordinasikan penerapan dan penegekan perda dan perkada. 
f. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 
perangkat daerah di kecamatan. 
g. Membuina dan mengawasi penyelenggaraan Desa dan/ Kelurahan. 
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah 
kabupaten/kota yang tidaak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah 







i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan Pemerintah Kelurahan di bentuk dengan Perda Kabuapaten/Kota 
yang berpedoman pada peraturan pemerintah dan kelurahan di pimpin oleh seorang 
kepala kelurahan yang disebut lurah seklaku perangkat kecamatan dan bertanggung 
jawab kepada camat. Kepala kelurahan di angkat oleh Bupati/Wali Kota atas usul 
sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Lurah mempunyai tugas 
membantu camat diangaranya: 
a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. 
b. Melakukan pemberdayaan masyarakat. 
c. Melaksanakan pelayananan masyarakat. 
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum. 
e. Memilihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat. 
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.11 
Secara yuridis bahwasanya peran pemerintah menjadi sentral dalam tatanan 
kenegaraan terutama pemerintah daerah khususnya tingkat kelurahan. Kelurahan 
memiliki wewenang dan peran penting sesuai dengan tugas-tugasnya di dalam 
Undang-undang. Dengan demikian adanya upaya pemerintah tingkat kelurahan dalam 
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menanganan kasus perjudian selaras dengan tugas pemerintah kelurahan dalam 
menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta pembangunan peradaban 
masyarakat yang lebih baik. 
Selain dari peran pemerintah tingkat kelurahan, penanganan kasus 
perjudianpun dilakukan dengan regulasi misalnya UUD No. 7 Tahun 1994 dan Pasal 
No. 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 
Pasal 303: 
a. Diamcam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda 
paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan 
judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta 
dalam suatu perushaan untuk; 
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak 
umum untuk bermain judi atau dengan sengaja tururt serta dalam perusahaan 
untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya 
sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 
3. Kejadian turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. 
b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 







c. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permaian, di mana pada umumnya 
kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena 
permainanya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan 
tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan 
antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 
pertaruahan lainnya. 
Pasal 303 bis: 
a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda 
paling banyak sepuluh juta rupiah: 
1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan 
melanggar ketentuan pasal 303; 
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum 
atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari 
penguasa yang berwenang yang telah meberi izin untuk mengadakan 
perjudian itu. 
b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan 
yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana 
penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta 
rupiah.12 
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1. Pemerintah Kelurahan Bulete dalam menangani tindakan dalam kasus 
perjudian yang ada di Lingkup Kelurahan Bulete adalah Pemerintah 
Kelurahan Bulete menerima laporan-laporan masyarakat terhadap kasus 
perjudian yang ada di lingkup Kelurahan Bulete, kemudian pemerintah 
kelurahan mengambil tindakan lebih lanjut dengan melaporkan laporan 
masyarakat kepada pihak kepolisian selaku aparat pemerintah yang lebih 
berwenang mengatasi pelanggar hukum terkhusus kasus perjudian di 
Kelurahan Bulete, setelah itu pemerintah kelurahan berserta aparat 
kepolisian untuk turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan 
terhadap pelaporan masyarakat terkait adanya kasus perjudian, jika hal 
tersebut merupakan suatu delik pidana maka pihak pemerintah kelurahan 
menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian untuk menindak lanjuti 
kasus perjudian tersebut sesuai aturan yang berlaku. 
2. Hambatan pemerintah Kelurahan Bulete dalam menangani kasus perjudian 
diantaranya adalah kurangnya laporan masyarakat tentang adanya kasus-
kasus pelanggaran hukum terkhusus perjudian di karnakan masyarakat 
Kelurahan Bulete masih takut bersangkutan dengan pihak pemerintah atau 





melakukan perjudian secara terang-terangan melainkan dengan cara 
menunggunakan media elektronik atau secara online, dan masyarakat 
masih malu untuk melaporkan tindakan perjudian atas dasar pelakunya 
masih sanak saudara masyarakat setempat.  
3. Peran pemerintahan di dalam Islam sangat dibutuhkan untuk menangani 
permasalahan ketertiban dan keamanan. Sejauh Ulil Amri tidak 
memerintahkan kemaksiatan, maka tindakan atau upaya pemerintah 
Kelurahan Bulete boleh dilakukan terhadap suatu persoalan Maisir 
(Perjudian) dan tindakan Maisir merupakan tindakan diharamkan 
berdasarkan QS al-Māidah/5: 90. Sedangkan hukum positif bahwa peran 
pemerintah dalam menangani kasus perjudian berlandaskan UU No.23 
Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bertugas untuk memilihara 
ketertiban dan ketentraman umum. Tindakan perjudian adalah tindakan 
yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum jadi pihak kelurahan 
secara langsung diperintahkan oleh Undang-undang untuk memilihara 
ketentraman dan ketertiban yang ada di Lingkup kelurahan. 
B. Implikasi 
1. Diharapkan mampu menerangkan sejauh mana tindakan pemerintah dalam 
menangani kasus perjudian yang ada di Kelurahan Bulete Kecamatan 





2. Tindakan pemerintah sebagai jalan penentu di dalam menangani kasus 
perjudian yang ada di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua 
Kabupaten Wajo. 
3. Sebagai bahan bagi pemerintah untuk melakukan pengkajian terhadap 
peran pemerintah dalam menangani kasus perjudian di lingkup kelurahan 
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